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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasaman
Barat dan Pemerintah Nagari Bandua Balai, maka pada bab ini penulis
mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan
Pembangunan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Bandua Balai Ditinjau dari Figh Siyasah.
Peneliti juga memberikan saran-saran yang mungkin merupakan
bahan-bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten
Pasaman Barat mengintegrasikan lima sub-sektor utama dalam
mewujudkan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai, yaitu Bidang
Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Penataan Ruang, Cipta Karya,
serta Bina Teknik dan Jasa Konstruksi. Perencanaan program
pembangunan jalan ini telah mengadopsi mekanisme bottom-up
melalui Musrenbang yang diselaraskan dengan RPJMD, Pokok-Pokok
Pikiran (Pokpir) DPRD, serta kemampuan keuangan daerah.
Pelaksanaan program pembangunan jalan direalisasikan secara
sistematis melalui lima tahapan utama: Musrenbang, Penganggaran,
Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Fisik, serta Pemeliharaan dan
Pengawasan.

2. Pelaksanaan perbaikan dan pengaspalan jalan oleh Dinas PUPR telah
memberikan manfaat nyata bagi aksesibiltas fasilitas pendidikan dan
penghubung antarkecamatan. Meskipun demikian, pelaksanaan di
lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran

APBD, sengketa lahan warga, cuaca ekstrem, serta variasi kinerja
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penyedia jasa (kontraktor). Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas
PUPR menerapkan strategi multi-source financing dengan
memanfaatkan skema DAK, BKK Provinsi, hingga pengalokasian Dana
Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.

Ditinjau dari perspektif Figh Siyasah, pelaksanaan pembangunan
infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai telah mencerminkan nilai
kepemimpinan Islam berupa siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah,
serta prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung
jawab pemimpin. Hal tersebut terlihat dari perencanaan, pengelolaan
anggaran, pelaksanaan program, serta keterbukaan terhadap aspirasi
masyarakat. Pembangunan pada beberapa lokasi menunjukkan
adanya respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, namun
masih terdapat ruas Jalan Simpang Padang Batiah-Padang Kadok
sepanjang kurang lebih 1,5 km yang belum tertangani. Keterlibatan
masyarakat dan niniak mamak dalam menyampaikan aspirasi menjadi
bagian dari musyawarah dan partisipasi pembangunan. Dengan
demikian, keberlanjutan dan pemerataan pembangunan masih perlu
diperhatikan agar pelaksanaan kewenangan pemerintah semakin

mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Saran

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, satu hal yang
menjadi perhatian adalah pemaknaan dan komitmen dari seluruh
aparatur Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat, pihak pemerintah
nagari, serta penyedia jasa (kontraktor) terhadap nilai-nilai integritas
dan pelayanan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan
teknis dan pemerataan penanganan jalan—seperti pada titik ruas
Jalan Padang Batiah yang belum tertangani secara maksimal—dapat
direalisasikan secara ikhlas, tulus, dan penuh tanggung jawab demi

tercapainya kemaslahatan masyarakat Nagari Bandua Balai.
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Hendaknya setiap prinsip Figh Siyasah dan nilai-nilai Sifat Kenabian
(Siddig, Amanah, Tabligh, Fathanah) dapat dimaksimalkan dalam
aktivitas pengerjaan fisik di lapangan, termasuk keterpaduan
pembangunan drainase jalan serta penegakan sanksi terhadap pihak
ketiga demi terwujudnya kualitas jalan yang tahan lama. Selain itu,
masyarakat dan Pemerintah Nagari hendaknya turut memelihara
fasilitas jalan yang ada. Bagi peneliti selanjutnya yang berniat
melakukan penelitian dengan tema yang sama, diharapkan agar tidak
hanya memfokuskan pada pelaksanaan program dan tinjauan Figh
Siyasah saja, tetapi juga dapat memfokuskan pada segi efektivitas
pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit maupun dampak ekonomi
pasca-pembangunan jalan terhadap peningkatan pendapatan

masyarakat.
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